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Abstrak 
Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (Convention on the Rights of the Child) merupakan bagian 
dari instrument internasional Hak Asasi Manusia dalam upaya perlindungan dan penegakan 
hak-hak anak terhadap dampak dari konflik bersenjata. Hak mereka atas kehidupan yang 
layak, pendidikan dan kesehatan merupakan hak anak yang harus tetap ditegakkan dalam 
situasi konflik. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat enam pelanggaran berat terhadap anak 
dalam situasi konflik yaitu: membunuh atau melukai anak-anak, rekrutmen atau penggunaan 
tentara anak-anak, perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak-anak, 
penculikan anak-anak, serangan terhadap sekolah atau rumah sakit, serta penolakan akses 
kemanusiaan bagi anak-anak. Oleh karena itu perlindungan di titikberatkan pada 
perlindungan anak dari dampak-dampak kekerasan, termasuk di dalamnya kebutuhan dasar 
hidup dan hak atas pendidikan. Cakupan perlindungan tersebut meliputi anak yang terlibat 
sebagai kombatan dan anak sebagai bagian penduduk sipil yang menjadi korban konflik. 
Konvensi Hak Anak Tahun 1989 merupakan instrument HAM  internasional telah 
memberikan dasar untuk bertindak dalam perlindungan terhadap anak dalam situasi konflik 
bersenjata. Jelas, apa yang kurang adalah mekanisme dan kemauan untuk penegakan. 
Sehingga dalam hal ini perlunya good will dari pemerintah serta sanksi hukum yang dapat 
menimbulkan efek jera bagi setiap pelangggar. 
Kata Kunci: Konvensi Hak Anak Tahun 1989, Perlindungan Anak, Konflik Bersenjata.  
 
Pendahuluan 
Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, sejak dalam kandungan sampai 
dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari 
orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Anak mempunyai hak yang bersifat 
asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa.  
Hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat 
jaminan dan perlindungan hukum baik hukum Internasional maupun nasional. Secara 
universal dilindungi dalam Universal Declaration of Human Right (UDHR)
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, dan untuk 
                                                          
1
 UDHR adalah deklarasi yang terdiri dari 30 pasal yang mengumandang seruan agar rakyat menggalakkan dan menjamin 
pengakuan yang efektif dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang telah 
 menjamin tegaknya hak-hak anak, pada tahun 1989 PBB menyetujui Konvensi Hak Anak 
(UN’s Convention on the Rights of the Child)2 yang menegaskan perlindungan terhadap hak-
hak anak.  
Realitas keadaan anak di dunia ini masihlah belum menggembirakan. Kepedulian 
terhadap persoalan anak terutama mulai berlangsung pada tahun 1920-an, seusai Perang 
Dunia I. Pihak yang banyak menderita adalah kaum perempuan dan anak-anak. 
Para aktivis tampil ke publik mendesak sejumlah pihak agar memberikan perhatian 
yang lebih serius terhadap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perang. Salah satu 
di antara para aktivis itu bernama Eglantyne Jebb, yang kemudian mengembangkan butir-
butir pernyataan tentang hak anak yang pada tahun 1923 diadopsi Save the Children Fund 
International Union.
3
 
Dalam beberapa tahun terakhir, puluhan juta anak hidup menderita, bahkan tewas 
akibat perang yang berkecamuk di berbagai Negara seperti Uganda, Myanmar, Ethiopia, 
Pelestina, Guatemala, Liberia, Srilanka, Mozambik, Angola, Afganistan, Rwanda, Libya, 
Suriah, Somalia atau Sudan, Kamboja, Haiti ataupun Bosnia. Akibat perang yang tak kunjung 
usai, korban warga sipil dari tahun ke tahun kian meningkat, khususnya anak-anak. 
Anak terus saja menjadi korban utama konflik bersenjata. Penderitaan mereka sangat 
beragam bentuknya. Anak dibunuh, kehilangan orangtua karena mereka tewas, dibuat cacat, 
diculik, kehilangan hak atas pendidikan dan kesehatan, menderita trauma batin dan emosi 
yang mendalam. Mereka mengungsi dan sangatlah rentan khususnya terhadap kekerasan, 
pengerahan, eksploitasi seksual, penyakit, kurang gizi, dan kematian. Anak dikerahkan dan 
digunakan sebagai tentara anak-anak dalam skala yang sangat besar. Status gadis anak 
perempuan memberikan resiko tambahan, khususnya terhadap kekerasan seksual. Padahal 
para pihak yang bertikai telah diwajibkan untuk melindungi hak anak-anak tersebut.   
Realitas yang dihadapi anak-anak tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran 
bahwa masalah anak belumlah mereda. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak 
dan pelaksanaan hak-hak anak masih perlu dimaksimalkan sebagai gerakan global yang 
melibatkan potensi-potensi negara seluruh bangsa di dunia. Untuk itu dalam konteks 
menjamin dan melindungi hak-hak anak, realisasinya diwujudkan dalam kebijakan (policy), 
                                                                                                                                                                                    
ditetapkan dalam deklarasi. Deklarasi tersebut diterima oleh 49 negara, tidak ada yang menentang, 9 abstain dan 
berisikan hak-hak sipil dan politik tradisional beserta hak-hak ekonomi, social dan budaya. 
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 hukum (law), sedangkan dalam konteks pemenuhan hak anak, realisasinya dilakukan dengan 
tindakan konkrit yang dapat mewujudkan perlindungan anak yang diharapkan. 
Pengertian Anak 
Menurut Supriyadi W. Eddyono, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 
tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila hal terebut 
adalah demikepentingannya.
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Pengertian anak secara hukum, dimana pengertian anak diletakkan sebagai objek 
sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan 
yang mengatur tentang anak. Perlindungan secara hukum inilah yang akan memberikan 
perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak.
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Dalam pengertian hukum Maulana Hasan Wadong memberikan pengertian anak dan 
juga pengelompokan anak didasari oleh adanya unsur internal dan eksternal dalam diri anak, 
adapun unsure internal tersebut adalah:
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a. Anak sebagai subjek hukum 
Anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh 
peraturan perundang-undangan. 
b. Persamaan hak dan kewajiban anak 
Seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai 
dengan ketentuan dan perundang-undangan. 
Unsur eksternal dalam diri anak ialah:
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a. Adanya ketentuan hukum dengan asas persamaan dalam hukum (equality before the law) 
b. Adanya hak-hak istimewa (privilege) dari pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 
1945.  
Pengertian Perlindungan Anak 
Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam 
berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan 
bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan pisik maupun mental dan 
sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.
8
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 Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi 
agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan 
pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan 
perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak 
diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan 
perlindungan anak membawa akibat hukum,baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun 
tidak tertulis.Hukum merupakanjaminan bagi kegiatan perlindungan anak.
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Arif Gosita memberikan definisi tentang perlindungan anak/remaja yaitu: suatu 
kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan, pengamanan, pengadaan dan pemenuhan 
kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak/remaja yang sesuai dengan kepentingannya dan 
hak asasinya.
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Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin 
dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep 
perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensip, maka Undang-undang tersebut 
meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas 
Nondikriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, 
kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap 
pandangan/pendapat anak.
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Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:  
a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang 
hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. 
b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, 
bidang kesehatan, bidang pendidikan
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Dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989 (Convention on the Rights of the Child) 
merupakan instrument hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak secara detail dan 
merupakan tolak ukur yang harus dipakai secara utuh dalam implementasi hak asasi anak.
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Pengertian Konflik Bersenjata 
Dalam hukum humaniter dikenal dua bentuk perang atau sengketa bersenjata, yaitu 
sengketa bersenjata yang bersifat internasional dan yang bersifat non-internasional. Pada 
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 perkembangannya, pengertian sengketa bersenjata internasional diperluas dalam Protokol I 
tahun 1977 yang juga memasukkan perlawanan terhadap dominasi kolonial, perjuangan 
melawan pendudukan asing da perlawanan terhadap rezim rasialis sebagai bentuk-bentuk lain 
dari sengketa bersenjata internasional. 
Dalam hukum humaniter, suatu keadaan dikatakan perang berdasarkan dua unsur, 
yaitu:
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1) Adanya konflik yang menggunakan kekuatan bersenjata disatu wilayah. 
2) Intensitas penggunaan kekuatan bersenjata yang cukup tinggi dan terorganisir.  
Seorang ahli perang internasional, Quincy Wright mengkategorikan empat tahapan 
perkembangan sejarah perang yaitu:
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1) Perang yang dilakukan oleh binatang (by animals) ;  
2) Perang yang dilakukan oleh manusia primitif (by primitive men); 
3) Perang yang dilakukan oleh manusia yang beradab (by civilized men); 
4) Perang yang menggunakan teknologi modern (by using modern technology).  
Sejalan dengan perkembangan situasi maka istilah perang kemudian digantikan 
dengan sangketa bersenjata (armed conflict).Pengertian konflik bersenjata identik dengan 
pengertian perang yangmerupakan perkembangan pengertian perang di dalam masyarakat 
internasional dan secara teknis intensitasnya sama dengan perang.menurut seorang ahli 
Kossoy, bahwa dilihat dari segi hukum, penggantian adalah more justified and logical.
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Adapun pendapat beberapa pakar lain tentang pengertian konflik bersenjata anatara 
lain:
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Menurut Pictet:  
“The term armed conflict has been used here in addition to the word“war” which it is 
tending to supplant” 
 
Menurut Edward Kossoy: 
“The term armed conflict tends to replace, at least in allrelevant legal formulations, 
the older notion of war on purely legal consideration thereplacement of war bay 
armed conflicts seem more justified and logical”  
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Dapat dijelaskan bahwa tidak dapat ditemukan defenisi resmi dari “armed conflict” 
oleh karena itu perlu dicari jalan lain untuk dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan 
armed conflict.
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Haryomataram membedakan antara sangketa bersenjata internasional (international 
armed conflict) dan sanketa bersenjata non-internasional (non international armed conflict), 
dansecara garis besar, hanya ada dua bentuk konflik bersenjata saja yang diatur dalam 
Hukum Humaniter sebagaimana yang dapat dilihat dan mengkaji konvensi-konvensi jenewa 
1949 dan Protokol Tambahan 1977.
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Selanjutnya sengketa bersenjata Internasional dinyatakan dalam ketentuan pasal 2 
Konvensi Jenewa 1949 sebagai sengketa bersenjata yang melibatkan dua negara atau lebih, 
baik sebagai perang yang diumumkan maupun apabila pernyataan perang tersebut tidak 
diakui salah satu dari mereka.
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“In addition to the provisions which shall be implemented in peace time, the present 
convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict 
which may arise between two or more of the high Contracting Parties, even if the 
state of war is not recognized by one of them”.21 
 
Pada perkembangannya, pengertian sengketa bersenjata internasional diperluas dalam 
Protokol I tahun 1977 menetapkan jenis situasi sengketa bersenjata internasional atau situasi 
yang disamakan dengan sengketa bersenjata internasional. Dalam hal ini, dimana peoples 
(suku bangsa) sedang bertempur melawan dominasi colonial dan pendudukan asing dan 
melawan system pemerintahan rasialis dalam rangka memenuhi haknya untuk menentukan 
nasibnya sendiri.
22
 Sengketa ini biasa disebut dengan istilah War of National Liberation atau 
yang dikenal dengan istilah CAR conflict (conflict Against Racist Regime) ini adalah fighting 
against Colonial domination; Alien occupation; and against Racist Regime, sebagaimana 
dalam pasal 1 ayat 4 Protokol 1 tahun 1977. 
Untuk istilah Non-international Armed Conflict dapat dilihat dalam Pasal 3 Konvensi 
Jenewa 1949 yang menentukan aturan-aturan HHI dan kewajiban para pihak yang berkonflik 
untuk melindungi korban perang dalam perang yang tidak bersifat internasional. Namun pasal 
tersebut tidak memberikan criteria atau defenisi sengketa bersenjata non-
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 internasional.Kriteria tentang konflik bersenjata non-internasional dimuat dalam Protokol 
Tambahan II 1977 Tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Noninternasional.
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Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia 
Beberapa prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat kita jumpai dalam berbagai 
instrumen HAM dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Adapun beberapa 
prinsip hak asasi manusia yaitu:
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a. Bersifat universal dan tak dapat dicabut (universality and inalienability). 
Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan seluruh umat manusia di dunia 
memikinya.Hak-hak tersebut tidak bisa diserahkan secara sukarela atau dicabut. Hal ini 
selaras dengan pernyataan yang tercantum dalam pasal 1 Deklarasi Umum Hak Asasi 
Manusia: “Setiap umat manusa dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan 
martabatnya.” 
b. Tidak bisa dibagi (indivisibility). 
Kepentingan yang setara dari tiap-tiap hak asasi manusia, apakah itu sipil, politik, 
ekonomi, sosial ataupun budaya. Seluruh hak asasi manusia memiliki status yang setara, dan 
tidak dapat ditempatkan pada pengaturan yang bersifat hirarkis. Hak seseorang tidak dapat 
diingkari oleh karena orang lain memutuskan bahwa hak tersebut kurang penting atau bukan 
yang utama. Prinsip indivisibility ini diperkuat kembali oleh Deklarasi Wina, 1993. 
c. Saling bergantung dan berkaitan satu sama lain (interdependence and 
interrelatedness). 
Pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik 
secara keseluruhan maupun sebagian. Sebagai contoh, dalam situasi tertentu, hak untuk 
mendapatkan pendidikan atau hak untuk memperoleh informasi adalah hak yang saling 
bergantung satu sama lain. 
d. Sederajat dan tanpa diskriminasi (equality and non-discrimination). 
Setiap individu sederajat sebagai umat manusia dan memiliki kebaikan yang inheren 
dalam harkat-martabatnya masing-masing. Setiap umat manusia berhak sepenuhnya atas 
hak-haknya tanpa ada pembedaan dengan alasan apapun, seperti yang didasarkan atas 
perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, pandangan politik dan 
pandangan lainnya, kewarganegaraan dan latar belakang sosial, cacat dan kekurangan, 
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 tingkat kesejahteraan, kelahiran atau status lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh 
badan pelaksana hak asasi manusia. 
e. Turut berpartisipasi dan berperan aktif (participation and inclusion). 
Setiap orang dan seluruh masyarakat berhak untuk turut berperan aktif secara bebas 
dan berarti dalam partisipasi dan berkontribusi untuk menikmati kehidupan pembangunan, 
baik kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya demi terwujudnya hak asasi dan 
kebebasan dasar. 
f. Ada pertanggungjawaban dan penegakkan hukum (accountability and rule of law). 
Negara dan para pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk menaati hak 
asasi. Dalam hal ini, mereka harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang 
tercantum di dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia. Seandainya mereka gagal dalam 
melaksanakan tanggung jawabnya, pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan 
tuntutan secara layak. 
Latar Belakang dan Sejarah Konvensi Hak Anak 1989  
Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), untuk seterusnya akan 
disingkat dengan KHA, merupakan sebuah perjanjian internasional yang termasuk salah satu 
instrumen HAM internasional yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan hak 
anak di muka bumi. Dalam hukum internasional Konvensi dikelompokkan sebagai salah 
satu sumber hukum internasional, selain kebiasaan internasional (International Custom), 
prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (The General 
Principles of Law Recognized by Civilized Nations) dan keputusan atau resolusi organisasi 
internasional (vide pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Agung Internasional).
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Konvensi Hak Anak (KHA) yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) dengan Resolusi 44/25pada tanggal 20 November 1989, dan mulai 
mempunyai kekuatan memaksa (entered in to force) pada tanggal 2 September 1990. KHA 
merupakan perjanjian internasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang 
mengintegrasikan hak sipil dan politik (political and civil rights), secara bersamaan dengan 
hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (economic, social and cultural rights). Kehadirannya 
mengesampingkan dikotomisasi antara hak sipil dan politik sebagai generasi pertama HAM 
dengan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya yang dikenal generasi kedua HAM.
26
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 Di dalamnya diatur secara detail hak asasi anak dan tolak ukur yang harus dipakai 
pemerintah secara utuh dalam implementasi hak asasi anak di negara masing-masing. 
Dilahirkan dari system hukum dan nilai-nilai tradisional yang pluralis, KHA menjadi sebuah 
instrumen yang tidak begitu banyak dipersoalkan dan diperdebatkan oleh negara-negara 
anggota PBB.Ia mencerminkan hak dasar anak dimanapun di dunia ini: hak untuk hidup, 
berkembang, terlindungi dari pengaruh buruk, penyiksaan dan eksploitasi serta hak untuk 
berpartisipasi secara utuh dalam lingkup keluarga, kehidupan budaya dan sosial.
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Gagasan mengenai hak anak bermula sejak berakhirnya Perang Dunia I sebagai 
reaksiatas penderitaan yang timbul akibat daribencana peperangan terutama yang 
dialamioleh kaum perempuan dan anak-anak. Liga Bangsa-Bangsa saat itu tergerak 
karenabesanya jumlah anak yang menjadi yatimpiatu akibat perang.
28
  
Pandangan ini dipengaruhi oleh laporan tentang ketidakadilan yang serius yang 
diderita oleh anak-anak: tingginya tingkat kematian anak, perawatan kesehatan yang buruk, 
terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar. Ditemukan pula berbagai 
kasus yang mencemaskan mengenai anak-anak yang disiksa dan dieksploitasi sebagai 
pekerja seksual atau dalam pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan, mengenai anak-anak 
dalam penjara atau dalam keadaan yang lain, serta mengenai anak-anak sebagai pengungsi 
dan korban konflik bersenjata.
29
 
Melirik sejarah perkembangannya, masyarakat dunia sekarang ini nampaknya harus 
berhutang kepada Eglantynee Jebb, pendiri Save the Children Fund (sebuah lembaga 
swadaya masyarakat internasional yang bekerja untuk perlindungan anak). Beliau, setelah 
menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, merawat para pengungsi anak di Balkan, 
akibat Perang Dunia I, membuat sebuah rancangan “Piagam Anak” pada tahun 1923. Dalam 
ringkasan tersebut, Jebb mengembangkan 7 (tujuh) gagasan mengenai hak-hak anak.
30
 
Kemudian pada tahun 1924 untuk pertama kalinya Deklarasi Hak Anak diadopsi 
secara Internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa.Deklarasi ini dikenal juga sebagai Deklarasi 
Jenewa.Setelah berakhirnya Perang Dunia II, pada tahun 1948 Majelis Umum PBB 
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 kemudian mengadopsi Deklarasi Universal Hak AsasiManusia pada tanggal 10 Desember. 
Peristiwa ini yang kemudian pada setiap tahunnya diperingati sebagai Hari HakAsasi 
Manusia se-dunia ini menandai perkembangan penting dalam sejarah HAM dan beberapa 
hal menyangkut hak khusus bagi anak-anak tercakup dalam deklarasiini.
31
 Deklarasi Umum 
tersebut menyatakan:  
“Semua manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam keluhuran dan hak dan juga 
menekankan bahwaIbu dan Anak berhak atas perlakuan perlindungan khususserta 
harus merujuk kepada keluarga sebagai kelompok yang fundamental dalam 
masyarakat”32 
Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan Pernyataan mengenai 
Hak Anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Kemudian pada 
tahun 1979 negara Polandia mengajukan sebuah rancangan teks Konvensi Hak-hak Anak 
yang mengikat secara yuridis pada sebuah acara memperingati tahun anak, yang disponsori 
oleh PBB.
33
 
Pada tanggal 20 November 1989, akhirnya, Konvensi Hak Anak, dengan 54 buah 
pasal yang kita kenal sekarang, diadopsi oleh PBB dan dinyatakan berlaku sejak September 
1990. Sejak saat itu, KHA mempunyai ikatan hukum yang kuat bagi tiap negara yang 
meratifikasinya. Pada 31 Desember 1995, tidak kurang dari 185 Negara telah meratifikasi 
Konvensi ini. Jumlah seperti ini belum pernah tercapai sebelumnya di bidang hak asasi 
manusia. Konvensi  juga  untuk  pertama  kalinya  membentuk  suatu  badan internasional 
yang bertanggung jawab untuk mengawasi penghormatan atas hak-hak anak, yakni Komite 
Hak-hak Anak (Committee on the Rights of the Child).
34
 
Penting untuk diingat bahwa CRC membentuk sebuah komite mengenai hak anak 
tersebut, yang dimandatkan untuk memonitor kemajuan yang dibuat Negara pihak terhadap 
kewajiban mereka menurut konvensi dan protokol oprasionalnya.
35
 
Substansi Materi Konvensi Hak Anak 1989 
Konvensi ini merupakan instrument Internasional di bidang Hak Asasi Manusia 
dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Terdiri dari 54 pasal, Konvensi hingga saat 
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 ini dikenal sebagaisatu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia yang mencakup baik 
hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sekaligus. 
Mengkualifikasikan materi KHA bukan saja menegaskan apa yang merupakan hak-
hak anak, namun juga bagaimana tanggungjawab negara menjalankan kewajibannya. Materi 
yang terkandung dalam KHA dapat dikualifikasi kepada:
36
 
1. Penegasan hak-hak anak,  
2. Perlindungan anak oleh negara,  
3. Peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, orangtua, dan swasta) dalam 
menjamin, menghormati, memajukan, memenuhi, dan melindungi hak -hak anak. 
Disamping itu, berdasarkan strukturnya, isi Konvensi ini terdiri atas empat bagian 
yaitu:  
1) Mukadimah/Preambule 
Didalam preambul atau mukadimah KHA di kemukakan bagaimana latar belakang dan 
landasan filosofis hak-hak anak.
37
 
2) Bagian I 
Terdiri dari 41 pasal (pasal 1-41) yang berisi ketentuan-ketentuan subtantif menyangkut 
hak-hak anak. 
3) Bagian II 
Terdiri atas empat pasal (pasal 42-45) yang berisi ketentuan-ketentuan yang menyangkut 
mekanisme monitoring dan implementasi. 
4) Bagian III 
Terdiri atas Sembilan pasal terakhir (pasal 46-54) yang berisi ketentuan-ketentuan yang 
menyangkut pemberlakuan konvensi ini. 
Ada empat Prinsip yang terkandung didalam Konvensi Hak Anak, yakni :
38
 
1) Prinsip non-diskriminasi. 
Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus 
diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 
Konvensi Hak Anak. 
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 2) Prinsip yang terbaik bagi anak (best interest of the child). 
Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh 
lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, 
kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1). 
3) Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (the rights to life, survival 
and development). 
Yakni bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang 
melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan 
menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 
2). 
4) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of the child).  
Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang 
mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. 
Prinsip ini tertang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak. 
Selanjutnya, Hak-hak anak yang terdapat dalam KHA bisa dikelompokkan ke dalam 4 
(empat) kategori hak-hak anak, yaitu:
39
 
1. hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak 
untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya;  
2. hak untuk tumbuh kembang, yang meliputi segala hak untuk mendapatkam pendidikan, 
dn untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fiski, mental, 
spritual, moral dan sosial anak;  
3. hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, 
tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan 
bagi anak-anak pengungsi;  
4. hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal 
yang mempengaruhi anak.  
Perlindungan terhadap Hak Anak berdasarkan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia 
(HAM) dalam Situasi Konflik Bersenjata. 
Dalam situasi amanpun anak membutuhkan perlindungan dalam artian yang luas 
demikian juga halnya anak yang berada dalam situasi konflik apalagi bila dihubungkan 
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 dengan situasi konflik bersenjata dimana dalam hal ini mereka masuk dalam katagori anak 
yang membutuhkan perlindungan khusus.
40
 
Secara normatif negara tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawabnya untuk 
melindungi dan membantu anak-anak pada saat terjadi konflik bersenjata. Kewajiban ini 
merupakan prinsip dasar dari hak asasi manusia (HAM) dan hukum perang (humanitarian 
law). 
Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 (Convention on the Rights of the Child) 
merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal HAM dan ketentuan 
norma hukum mengenai anak. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian 
internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan masing-masing hak-hak sipil 
dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam Konvensi Hak Anak terdapat empat 
prinsip umum yang kemudian ini dimaksudkan untuk membentuk interpretasi atas konvensi 
ini secara keseluruhan, dan dengan demikian memberikan arahan bagi program penerapan 
dalam lingkup nasional. Prinsip-prinsip sangat penting untuk memahami bagaimana untuk 
sepenuhnya melaksanakan konvensi tersebut. 
 Prinsip Non-Diskriminasi (Pasal 2) 
Dalam Pasal 2 KHA bahwa semua hak berlaku untuk semua anak tanpa terkecuali dan 
dalam situasi apapun. Ini adalah kewajiban negara untuk melindungi anak dari diskriminasi 
dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, 
pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, 
status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari sianak sendiri atau 
dari orang tua atau walinya yang sah dan untuk mengambil tindakan positif untuk menjamin 
hak-hak mereka.
41
 
Pasal-pasal tertentu KHA menyediakan bentuk-bentuk perlindungan khusus bagi anak 
yang cenderung mengalami diskriminasi. Sebab, diskriminasi adalah akar berbagai bentuk 
eksploitasi terhadap anak.
42
 Prinsip ini juga merupakan pencerminan dari prinsip 
universalitas HAM. 
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  Prinsip Kepentingan Terbaik untuk Anak (Pasal 3) 
Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) diadopsi dari 
Pasal 3 ayat 1 KHA, dimana prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama (a primary 
consideration) dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial 
pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan 
legislatif.
43
  
Kepentingan terbaik bagi anak bukan dipahami sebagai memberikan kebebasan anak 
menentukan pandangan dan pendapatnya sendiri secara liberal. Peran orang dewasa justru 
menghindarkan anak memilih suatu keadaan yang tidak adil dan tidak eksploitatif, walaupun 
hal itu tidak dirasakan lagi oleh anak di dalam situasi konflik. 
 Prinsip atas Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan (Pasal 
6) 
Walaupun dalam keadaan konflik bersenjatapun, setiap anak tetap harus tetap dijamin 
hak untuk hidup dengan aman, tentram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak 
atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak 
untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral 
dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak yang disebutkan oleh KHA yang memiliki 
kewajiban dan tanggun jawab untuk itu. 
Hak tumbuh dan berkembang anak dalam hal ini meliputi segala bentuk pendidikan 
(baik formal maupun nonformal) dalam KHA pada intinya terdapat hak untuk memperoleh 
akses pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan (education rights), dan hak yang 
berkaitan dengan taraf hidup secara memadai untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, 
moral dan sosial anak (the rights to standart of living). 
 Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (Pasal 12) 
Mengacu kepada Pasal 12 ayat 1 KHA, diakui bahwa anak dapat dan mampu 
membentuk atau mengemukakan pendapatnya dalam pandangannya sendiri yang merupakan 
hak berekspresi secara bebas (capable of forming his or her own views the rights to express 
those views freely). negara peserta wajib menjamin bahwa anak diberikan kesempatan untuk 
menyatakan pendapatnya pada setiap proses peradilan ataupun administrasi yang 
mempengaruhi hak anak, baik secara langsung ataupun tidak langsung.
44
 Prinsip ini juga 
merupakan pencerminan dari prinsip indivisibility HAM.  
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 Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata Menurut 
Konvensi Hak Anak 1989 
Pada Perang Dunia II, korban sipil terdiri 50% dari mereka yang mati, sebagian besar 
dari serangan bom. Namun, pada tahun 1996, dalam laporannya tentang Dampak Konflik 
Bersenjata pada Anak, Graça Machel
45
 memperkirakan bahwa warga sipil terdiri 90% korban 
perang dan proporsi terbesar dari para korban adalah perempuan dan anak. Abad sebelumnya 
angka ini telah hanya 5%.
46
 
Terdapat enam pelanggaran berat terhadap anak selama konflik bersenjata yang disebutkan 
oleh Dewan Keamanan PBB dalam resolusinya, menjadi dasar Dewan dalam melindungi 
anak-anak selama perang. Hal tersebut dipilih karena kemampuan mereka untuk dipantau dan 
diukur, sifat mengerikan mereka dan keparahan konsekuensi mereka pada kehidupan anak-
anak. Enam pelanggran berat tersebut adalah membunuh atau melukai anak-anak, rekrutmen 
atau penggunaan tentara anak-anak, perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap 
anak-anak, penculikan anak-anak, serangan terhadap sekolah atau rumah sakit, serta 
penolakan akses kemanusiaan bagi anak-anak.
47
 
Salah satu tugas yang paling mendesak ketika konflik mengancam adalah untuk 
menemukan cara untuk melindungi anak-anak. Perlindungan dalam pengertian ini berarti 
tidak hanya membela mereka melawan kekerasan, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak 
dan kebutuhan mereka dihormati dan dipenuhi.  
Dalam hal ini Konvensi tentang Hak Anak tahun 1989, adalah suatu bingkai hukum 
yang terpenting sebagai perlindungan terhadap hak anak terutama dalam konflik bersenjata. 
Konvensi Hak Anak merupakan sumber hukum yang memberi materi pada pembuatan 
hukum dan harmonisasi hukum tentang anak. Dengan demikian kaidah-kaidah yang terdapat 
dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989 sekaligus merupakan materi hukum yang memberi isi 
peraturan perundang-undangan mengenai hak anak dan juga perlindungannya.
48
 
Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak 
merupakan bagian integral dari instrument internasional tentang hak asasi manusia. Secara 
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 garis besar Konvensi Hak Anak dapat dikategorikan sebagai berikut : pertama, penegasan 
hak-hak anak. kedua, perlindungan anak oleh negara. Ketiga, peran serta berbagai pihak 
(pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak. 
Perlindungan terhadap hak asasi anak dalam situasi konflik bersenjata (children in situation 
of armed conflict) diartikan sebagai perlindungan anak sebagai korban konflik (the protection 
of children as the victims of that conflict). Fokus perlindungan tersebut dititikberatkan pada 
perlindungan anak dari dampak-dampak kekerasan, termasuk di dalamnya kebutuhan dasar 
hidup dan hak atas pendidikan. Cakupan perlindungan tersebut, meskipun tidak bisa dipisah-
pisahkan, meliputi 2 (aspek) berikut:
49
 
a. Anak yang terlibat sebagai kombatan (children as participants)  
b. Anak sebagai bagian penduduk sipil yang menjadi korban konflik (children as victims)50 
Ketentuan hukum mengenai perekrutan tentara anak dalam International Convention 
on the Right of the Child (Konvensi Hak Anak) hanya terdapat dalam Pasal 38
51
 yang 
memuat berbagai kewajiban negara untuk tidak merekrut anak di bawah usia 15 tahun dan 
memberikan perlindungan bagi anak yang terkena dampak konflik bersenjata.  
Protokol Tambahan tahun 2000 (Optional Protocol on the Involvement in Armed Conflict to 
the Convention on the Right of the Child). Pasal-pasal 1, 2, 3, 4 dan 6 yang mengatur tentang 
kewajiban negara untuk memastikan bahwa anak-anak yang berusia 18 tahun tidak terlibat 
secara langsung dan tidak merekrut secara wajib dalam suatu permusuhan dan dalam 
angkatan bersenjata. Ketentuan ini merupakan perbaikan dari Konvensi Hak Anak 1989 yang 
menyatakan bahwa batas usia minimum anak untuk dapat direkrut adalah 15 tahun. 
Selain itu, anak sebagai bagian dari penduduk sipil yang menjadi korban konflik 
bersenjata harus tetap mendapatkan perlindungan terhadap kebutuhan dasar dan hak atas 
pendidikannya.  
Hak  anak  untuk tetap menikmati hak atas pendidikan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak 
yang bersengketa, bagaimanapun sulitnya keadaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 dan 
29 KHA.  
Pendidikan memiliki bagian penting dalam pencegahan dan pemulihan dalam 
memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak dalam situasi konflik dan pasca-konflik. Pendidikan 
juga melayani fungsi yang lebih luas. Pendidikan memberikan bentuk dan struktur untuk 
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 kehidupan anak-anak dan dapat menanamkan nilai-nilai masyarakat, mempromosikan 
keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam meningkatkan perdamaian, 
stabilitas dan saling ketergantungan. 
Selain pendidkan, kesehatan merupakan hal yang utama yang tidak dapat diabaikan, 
sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 24 KHA bahwa pihak-pihak yang bersengketa 
menjamin hak anak atas penikmatan standar kesehatan yang paling tinggi dapat diperoleh dan 
atas berbagai fasilitas untuk pengobatan penyakit dan rehabilitasi kesehatan.  
Anak-anak adalah yang paling rentan terhadap serangan kolektif pada kesehatan dan 
kesejahteraan dasar mereka, selain itu salah satu efek yang paling langsung dari konflik 
bersenjata adalah gangguan pasokan makanan yang menyebabkan banyaknya anak-anak yang 
mengalami malnutrisi.
52
 
Pada Pasal 39 dari Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa : 
“Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk 
meningkatkan penyembuahan fisik dan psikologis dan reintegrasi sosial seorang 
anak yang menjadi korban bentuk penelantarana apa pun, eksploitasi atau 
penyalahgunaan, penganiayaan atau bentuk perlakuan kejam atau hukuman yg 
kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, atau konflik bersenjata. 
Penyembuhan dan reintegrasi tersebut harus berlangsung dalam suatu lingkungan 
yang meningkatkan kesehatan, harga diri dan martabat si anak.”  
 
Ketentuan tersebut memastikan bahwa kesehatan dan gizi, kesejahteraan psikososial 
dan pendidikan merupakan prioritas komponen bantuan kemanusiaan adalah cara terbaik 
untuk memastikan pemulihan fisik dan psikologis anak-anak dan reintegrasi sosial. 
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terhadap anak yang berada dan menjadi korban 
dalam konflik bersenjata harus tetap mendapatkan perlindungan atas kesehatan, pedidikan 
serta perkembangan tubuh dan jiwanya. 
Selanjutnya, ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak 
dapat dikelompokkan menjadi:
53
 
a. Hak atas kelangsungan hidup (survival rights) 
b. Hak untuk berkembang (development rights) 
c. Hak untuk berpartisipasi (participation rights) 
d. Hak untuk Perlindungan (protection rights)  
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2012, pukul 22:13 wita). 
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 Memang disadari, adanya KHA (dan instrumen internasional mengenai HAM 
lainnya) tidak serta merta bisa merubah situasi dan kondisi kehidupan anak-anak di dunia. 
Namun dengan adanya instrumen tersebut, yang menjadi standar minimal, setidaknya ada 
acuan yang bisa digunakan untuk melakukan advokasi bagi perubahan atau mendorong 
lahirnya peraturan perundangan, kebijakan-kebijakan ataupun program-program yang lebih 
baik bagi anak-anak. KHA merupakan instrumen internasional yang telah memberikan dasar 
untuk bertindak. Jelas apa yang kurang adalah mekanisme dan kemauan untuk penegakan. 
Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpilkan bahwa : 
1. Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989(Convention on the Rights of the Child) merupakan 
instrumen yang berisirumusan prinsip-prinsip universal HAM dan ketentuan norma 
hukum mengenai hak-hak anak. Terdapat empat prinsip umum yaitu: prinsip 
nondiskriminasi, prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak, prinsip atas hak untuk 
hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan prinsip penghargaan atas pendapat 
anak. Ratifikasi universal ataskonvensi tersebut merefleksikan komitmen global terhadap 
prinsip-prinsip hak-hakanak, dan perlindungannya. Prinsip-prinsip tersebut sangat penting 
untuk memahami bagaimana untuk sepenuhnya melaksanakan konvensi tersebut dan 
memberikan arahan bagi programpenerapannya dalam lingkup nasional. 
2. Kebutuhan dasar anak-anak harus dilindungi ketika konflik mengancam, dan 
perlindungan tersebut memerlukan pemenuhan atas hak-hak mereka melalui pelaksanaan 
Konvensi Hak Anak Tahun 1989. Fokus perlindungan tersebut dititikberatkan pada 
perlindungan anak dari dampak-dampak kekerasan, termasuk di dalamnya kebutuhan 
dasar hidup dan hak atas pendidikan. Cakupan perlindungan tersebut meliputi Anak yang 
terlibat sebagai kombatan (children as participants) dan Anak sebagai bagian penduduk 
sipil yang menjadi korban konflik (children as victims). Konvensi ini merupakan 
perangkat hukum yang telah cukup memberikan perlindungan terhadap anak dalam hal 
keterlibatan anak dalam angkatan bersenjata “tentara anak” serta dalam hal penegakan 
hak-hak anak dalam situasi konflik. 
Saran 
1. Pemerintah seharusnya memiliki peran yang sangat penting, sebab pemerintah 
mempunyai tanggung jawab dalam merawat dan memberikan rasa aman pada anak-anak 
dengan cara penyediaan lingkungan yang kondusif dalam hal ini pemberdayaan keluarga 
dan masyarakat dalam rangka proses pemulihan psikologis dan reintegrasi sosial. 
 2. Melindungi anak membutuhkan partisipasi lebih luas dan dukungan dari semua pihak, 
seperti masyarakat, politisi, akademisi, tokoh masyarakat, dan persdalam pemantauan dan 
pelaporan pelanggaran hak asasi manusiaagar upaya penegakan HAM bergerak ke arah 
positif sesuai harapan kita bersama. Dalam rangka untuk menegakkan hukum hak asasi 
manusia, harus ada upaya dan tekad untuk menghukum pelanggar. 
3. Pelaksanaan perlindungan anak yang meliputi berbagai bidang pelayanan kehidupanharus 
dikerjakan bersama-sama, dan memerlukan suatu organisasi yang terkoordinasi. 
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